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Abstract. Marriage in Islamic law constitutes a sacred covenant (mithagan ghalizan) that carries theological,
social, and juridical dimensions. Within this framework, the guardian (wali nikah) plays a pivotal role whose
legal status has long been contested across Islamic jurisprudential schools. This study examines the authority of
the marriage guardian from three analytical layers: its doctrinal construction across the four major madhabs, its
codification in Indonesian positive law, and its practical implementation in religious court jurisprudence.
Employing a normative legal research method, this study draws on conceptual, statutory, and case approaches,
with primary legal materials comprising Qur’anic verses, prophetic traditions, Law No. 1 of 1974, the
Compilation of Islamic Law (KHI), and Ministerial Regulation (PMA) No. 30 of 2024. The findings reveal
fundamental differences among the madhabs: the Shafi ‘i, Maliki, and Hanbalt schools treat the guardian as an
essential pillar (rukun) of the marriage contract, whereas the Hanafi school views guardianship as a
complementary element based on the concept of legal capacity (ahliyyah). Indonesian positive law, through
Article 19 of the KHI, adopts the Shafi T position by designating the guardian as an obligatory rukun. The study
further finds that the mechanisms of walt ‘adal (recalcitrant guardian) and wakalah al-wali (delegation of
guardianship) serve as legal instruments that reconcile formal-procedural requirements with practical social
needs, thereby affirming that guardianship norms function both as a religious requirement and as a state-
administered mechanism for protecting women'’s rights in marriage.
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Abstrak. Perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad yang bersifat sakral sekaligus yuridis, yang
keabsahannya mensyaratkan terpenuhinya sejumlah rukun dan syarat tertentu. Salah satu unsur yang paling
banyak diperdebatkan dalam fikih munakahat ‘adalah kedudukan wali nikah. Artikel ini bertujuan mengkaji
otoritas wali nikah dari tiga lapisan analisis: konstruksi doktrinal lintas mazhab fikih Islam, kodifikasinya dalam
hukum positif Indonesia, serta implementasinya dalam yurisprudensi Pengadilan Agama. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan konseptual,
perundang-undangan, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur’an, hadis, UU No. 1 Tahun 1974,
Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PMA No. 30 Tahun 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan mendasar antarmazhab dalam memandang status wali: mazhab Syafi‘l, Maliki, dan Hanbali
menempatkan wali sebagai rukun yang menentukan keabsahan akad, sedangkan mazhab Hanafi memandangnya
hanya sebagai unsur pelengkap berdasarkan konsep ahliyyah. Hukum positif Indonesia melalui Pasal 19 KHI
mengadopsi posisi mazhab Syafi‘T dengan menjadikan wali sebagai rukun yang wajib dipenuhi. Selain itu,
mekanisme wali ‘adal dan wakalah al-wali berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjembatani antara
persyaratan formal-prosedural dengan kebutuhan sosial masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa norma
perwalian dalam perspektif lintas mazhab dan kodifikasi hukum keluarga Islam Indonesia beroperasi secara
komplementer sebagai instrumen perlindungan hak perempuan sekaligus penjamin keabsahan dan ketertiban akad
perkawinan.

Kata kunci: Hukum Islam; Kompilasi Hukum Islam; Wakalah al-Wali; Wali ‘adal, Wali Nikah.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam tidak semata-mata dipahami sebagai perjanjian
keperdataan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai akad yang mengandung
dimensi spiritual dan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal
2 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (mithdqan ghalizan)

dalam rangka menaati perintah Allah dan pelaksanaannya bernilai ibadah (Kompilasi Hukum
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Islam [KHI], 2018). Dengan demikian, perkawinan dalam perspektif hukum Islam memuat
dimensi teologis, sosial, dan yuridis yang saling berkaitan sehingga keabsahannya
mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat tertentu secara ketat. Ketentuan tersebut menjadi
penting karena perkawinan menimbulkan akibat hukum yang luas, antara lain berkaitan dengan
status anak, hak waris, nafkah, serta pembentukan dan keberlangsungan institusi keluarga
(Debriana & Firmansjah, 2025).

Salah satu rukun perkawinan yang paling banyak diperdebatkan dalam fikih munakahat
‘adalah keberadaan wali nikah. Wali nikah merupakan pihak yang menurut hukum Islam
memiliki kewenangan untuk menikahkan atau mewakili mempelai perempuan dalam
pelaksanaan akad nikah. Persoalan mengenai wali tidak hanya berkaitan dengan aspek
prosedural formal, tetapi juga menyangkut batas kewenangan seseorang terhadap urusan
hukum orang lain serta bagaimana norma-norma keagamaan diimplementasikan dalam sistem
hukum negara modern. Jumhiir al- ‘ulamda’ (jumhur) menempatkan wali sebagai syarat sah
perkawinan. Pandangan tersebut didasarkan pada sejumlah dalil hadis, di antaranya riwayat
dari Aisyah r.a. yang menyatakan bahwa perkawinan tanpa wali ‘adalah batal (HR. Ahmad),
serta hadis riwayat Imran ibn Hushain mengenai tidak sahnya perkawinan tanpa wali dan dua
orang saksi yang adil (HR. Ahmad ibn Hanbal) (Hasibuan, 2017).

Konsep otoritas wali nikah dalam khazanah fikih Islam pada dasarnya tidak bersifat
tunggal. Setiap mazhab memiliki konstruksi hukum yang berbeda mengenai kedudukan dan
fungsi wali dalam akad perkawinan. Mazhab Syafi‘T menempatkan wali sebagai rukun yang
bersifat mutlak sehingga perkawinan tanpa wali dipandang tidak sah. Sebaliknya, mazhab
Hanafi memandang keberadaan wali tidak sebagai rukun, melainkan sebagai pelengkap
(nazariyyah), sehingga perempuan dewasa dan cakap hukum dianggap memiliki kewenangan
untuk melangsungkan akad nikahnya sendiri. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan
adanya variasi metodologis antarmazhab dalam memahami dalil-dalil syariat, khususnya
terkait otoritas wali dan kedudukan kecakapan hukum perempuan dalam hukum perkawinan
Islam.

Indonesia menghadirkan konteks yang penting dalam kajian mengenai otoritas wali
nikah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia
mengembangkan sistem hukum keluarga Islam yang secara normatif banyak dipengaruhi oleh
mazhab Syafi‘i, terutama melalui pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kedudukan wali nikah dalam KHI ditegaskan secara
eksplisit dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa wali nikah ‘adalah seorang laki-laki

yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni beragama Islam, berakal ( ‘@qi/), dan telah baligh.
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KHI juga mengklasifikasikan wali nikah ke dalam dua bentuk, yaitu wali nasab dan wali hakim
(Muzakki & Huda, 2019).

Praktik perwalian nikah di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain
ketidakkonsistenan penerapan hierarki wali, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai
mekanisme wali hakim, serta munculnya kasus wali ‘adal yang berpotensi menghambat hak
perempuan untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Dalam sistem hukum Islam di
Indonesia, pengangkatan wali hakim pada prinsipnya hanya dapat dilakukan dalam kondisi
tertentu, seperti ketika wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, berstatus wali
‘adal, tidak dapat dihadirkan karena menjalani pidana penjara, tidak beragama Islam, sedang
berihram, atau ketika wali yang bersangkutan menjadi mempelai dalam perkawinan tersebut
(Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, 2024). Akan tetapi, dalam praktiknya masih
ditemukan kecenderungan penggunaan wali hakim tanpa terlebih dahulu menempuh
mekanisme wakalah al-wali, padahal wali nasab masih dapat dihubungi dan bersedia
memberikan kuasa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi
otoritas wali nikah, baik pada tingkat pemahaman masyarakat maupun praktik administrasi
perkawinan. Dalam konteks ini, mekanisme wakalah al-walir menjadi penting dikaji sebagai
instrumen yang tidak hanya memiliki legitimasi fikih dan yuridis, tetapi juga berfungsi menjaga
keabsahan akad nikah sekaligus meminimalkan konflik dalam keluarga (Badawi & Masrokhin,
2025)

Kajian akademik mengenai wali nikah di Indonesia telah berkembang cukup luas,
mencakup pemetaan pandangan mazhab dalam fikih munakahat, analisis terhadap kodifikasi
hukum keluarga Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, serta pendekatan berbasis gender dan
hak perempuan dalam perkawinan (Muzakki & Huda, 2019). Meskipun demikian, sebagian
besar kajian tersebut masih berfokus pada analisis normatif dan komparatif sehingga belum
banyak mengintegrasikan putusan pengadilan sebagai data empiris untuk menilai bagaimana
norma mengenai wali nikah diimplementasikan dalam praktik peradilan. Berangkat dari celah
tersebut, artikel ini berupaya menghadirkan analisis yang lebih komprehensif melalui tiga
lapisan kajian, yaitu konstruksi doktrinal lintas mazhab, kodifikasi wali nikah dalam hukum

positif Indonesia, serta penerapannya dalam yurisprudensi Pengadilan Agama.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan sifat
penelitian yang preskriptif. Sebagai penelitian hukum normatif, kajian ini menempatkan norma

hukum—baik doktrin fikih klasik maupun hukum positif tertulis—sebagai objek utama,
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sehingga analisis yang dilakukan tidak sekadar mendeskripsikan aturan yang ada, tetapi juga
mengevaluasi secara kritis konsistensi, kelengkapan, dan relevansi norma perwalian yang
berlaku. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk memahami fenomena secara
mendalam berdasarkan analisis data empiris-tekstual dan dokumen hukum yang relevan
(Sugiyono, 2013).

Untuk membedah permasalahan secara komprehensif, penelitian ini mengaplikasikan
tiga pendekatan hukum secara simultan. Pertama, pendekatan konseptual (conceptual
approach) digunakan untuk menelaah konsep otoritas wali nikah dalam fikih Islam lintas
mazhab, termasuk dimensi metodologi istinbat hukum masing-masing mazhab. Kedua,
pendekatan perundang-undangan (statute approach) diterapkan untuk mengkaji struktur dan
hierarki regulasi hukum perkawinan Islam di Indonesia, mencakup UU No. 1 Tahun 1974, KHI
(Inpres No. 1 Tahun 1991), serta PMA No. 30 Tahun 2024. Ketiga, pendekatan kasus (case
approach) digunakan untuk menganalisis implikasi hukum konkret dan yurisprudensi terkait
problematika perwalian nikah, seperti fenomena wali adal.

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini bertumpu pada bahan hukum yang
diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, UU
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019, KHI, dan PMA No. 30
Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks fikih
lintas mazhab, putusan pengadilan, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi yang membahas tema
wali nikah, wali adal, dan wakalah. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan
ensiklopedia syariah sebagai referensi pendukung istilah teknis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (/ibrary
research) berupa dokumentasi dan inventarisasi secara tematik terhadap berbagai arsip, teks
fikih, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum
yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013) dengan menggunakan metode
analisis isi (content analysis) serta analisis komparatif (comparative analysis) lintas mazhab.
Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta
argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan mendalam mengenai dinamika perwalian nikah

di Indonesia.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian dan Landasan Konseptual Wali Nikah

Secara etimologis, istilah wali berasal dari bahasa Arab wali ((43) yang berakar dari kata
waliya—yali-wilayatan (&Y — & — 13) yang bermakna dekat, menguasai, mengurus, atau
memimpin. Makna dasar tersebut menunjukkan adanya hubungan kedekatan sekaligus otoritas
terhadap sesuatu. Dalam khazanah bahasa Arab, kata wali juga digunakan sebagai salah satu
sifat Allah Swt. yang bermakna penolong dan pelindung, serta menunjuk kepada pihak yang
memiliki kewenangan atas suatu urusan. Ibn Manztr dalam Lisan al-‘Arab menjelaskan
bahwa:

L a1 5o 5 gl o il 5 (sl eI ol AR (A5l (in

Artinya: Makna wali secara bahasa ‘adalah isim yang berasal dari kata al-waly,
sedangkan wali berarti kedekatan dan keterikatan, serta pihak yang bertanggung jawab atau
mengurus suatu urusan (Manzur, 1999).

Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat Ibn Faris yang menyatakan:

" e Jy e deal sl g D15 gl sl )8 ol J

Artinya: Huruf waw, lam, dan ya’ merupakan akar kata yang menunjukkan makna
kedekatan (Faris, 2002)

Dari akar makna tersebut kemudian lahir berbagai penggunaan kata wali dalam bahasa
Arab, seperti teman dekat, penolong, pengikut, pecinta, dan pihak yang memiliki loyalitas atau
hubungan pertolongan. Sebagaimana dinyatakan:

Slabaall aua 5Y pall 5 ccmall 5 alill 5 peaill 5 Gaaall Lle gl Gl

Artinya: Kata wali juga digunakan untuk makna teman, penolong, pengikut, pecinta, dan
loyalitas yang merupakan lawan dari permusuhan (Manzir, 1999).

Dengan demikian, secara linguistik konsep wali tidak hanya menunjukkan hubungan
kedekatan emosional, tetapi juga mengandung unsur perlindungan, pertolongan, dan otoritas
terhadap pihak lain. Pengertian ini semakin dipertegas oleh Ibn al-Atsir yang menjelaskan:

ondl g eclllall Sl s e W SR llal) 0 siall Jig e ualill g AT 890 Gl J8
Al s oY e sed ey pl T el (g e OS5 | il g anall 5 pualill 5 (Ginall 5 caniall

Artinya: Wali ‘adalah penolong. Ada pula yang mengatakan bahwa wali ‘adalah pihak
yang mengurusi urusan alam dan makhluk serta menegakkannya. Wali juga bermakna Tuhan
pemilik, tuan yang memberi nikmat, pembebas, penolong, pecinta, dan pengikut. Setiap orang
yang menguasai atau mengurus suatu urusan maka ia ‘adalah maula dan walinya (Al-Atsir,

2001)
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Penjelasan Ibn al-Atsir tersebut menunjukkan bahwa makna wali dalam bahasa Arab
memiliki cakupan yang luas, mulai dari kedekatan dan pertolongan hingga otoritas dalam
mengatur dan bertanggung jawab atas suatu urusan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum
Islam, istilah wali kemudian digunakan untuk menunjuk pihak yang memiliki kewenangan dan
tanggung jawab terhadap orang lain, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah.

Dalam konteks fikih munakahat, pengertian wali kemudian dirumuskan secara lebih
spesifik oleh para ulama. Abdurrahman al-Jazir1 dalam A/-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba ‘ah
menjelaskan:

Girall 5 Cualall il gasa s of V) 58 5 el g2y ey Db el dan Adle il gy 53 s LKA 8 )
Sl 5 Ualadl g

Artinya: Wali dalam pernikahan ‘adalah pihak yang menjadi penentu sahnya akad,
sehingga akad nikah tidak sah tanpa keberadaannya. Wali tersebut dapat berupa ayah, orang
yang diberi wasiat olehnya, kerabat laki-laki dari jalur ‘ashabah, orang yang memerdekakan
budak, penguasa, atau pemilik (Al-Jaziri, 2003).

Definisi tersebut menegaskan bahwa wali nikah bukan sekadar pihak yang memiliki
hubungan kedekatan dengan perempuan, tetapi juga pihak yang secara hukum diberikan
otoritas untuk melangsungkan akad nikah. Dengan demikian, konsep perwalian dalam
perkawinan merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang bertujuan menjaga ketertiban,
kemaslahatan, dan keabsahan akad nikah menurut ketentuan syariat Islam.

Para ulama fikih membagi konsep perwalian (wilayah) ke dalam beberapa bentuk sesuai
dengan objek kewenangannya. Imam Abu Hanifah membedakan perwalian menjadi tiga
bagian, yaitu: pertama, wilayah ‘ald al-nafs (perwalian atas jiwa), yakni kewenangan yang
berkaitan dengan urusan pribadi seperti pernikahan, pendidikan, dan pengajaran; kedua,
wilayah ‘ald al-mal (perwalian atas harta), yaitu kewenangan yang berkaitan dengan
pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan harta benda; dan ketiga, perwalian atas jiwa
dan harta secara bersamaan. Kewenangan tersebut pada dasarnya berada di tangan ayah dan
kakek, atau pihak yang menerima wasiat dari keduanya (Al-Zuhaili, 2008).

Dalam konteks perkawinan, pembahasan mengenai wilayah ‘ald al-nafs melahirkan
perbedaan pandangan di kalangan mazhab fikih, khususnya terkait kedudukan wali nikah.
Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa perempuan yang telah baligh dan berakal memiliki
kapasitas hukum penuh untuk melangsungkan akad nikah tanpa kehadiran wali, selama
perkawinan tersebut memenuhi prinsip kafd’ah dan tidak menimbulkan mudarat. Pandangan
ini didasarkan pada konsep ahliyyah (kecakapan hukum) dan prinsip kebebasan bertindak
dalam muamalah. Sebaliknya, mazhab Malikiyyah, Syafi‘iyyah, dan Hanabilah menempatkan
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wali sebagai unsur yang menentukan keabsahan akad nikah, dengan argumentasi perlindungan
terhadap kepentingan perempuan dan ketertiban sosial. Perbedaan tersebut menunjukkan
bahwa konsep otoritas dan perlindungan dalam perkawinan dipahami secara beragam oleh para
ulama mazhab (Fikri dkk., 2025).

Jumhur al-‘ulamd’ berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam
perkawinan sehingga tidak sah suatu akad nikah tanpa adanya wali. Oleh karena itu,
perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali dipandang batal atau tidak sah menurut hukum
syariat (Yunus, 1996). Pendapat ini didasarkan pada sejumlah hadits Nabi saw Nabi SAW. di
antaranya yang diriwayatkan dari Abii Miisa al-Asy‘arT bahwa Rasulullah saw. bersabda:

A V) Y (@ A Jsmy JE B Lagie dll) iy 4l (e (oge o O

Artinya: Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali (Al-Asqolani, 1959).

Secara fungsional, wali nikah berperan dalam memastikan terpenuhinya syarat dan
ketentuan perkawinan menurut hukum Islam. Dalam praktiknya, wali berfungsi memeriksa
kelayakan calon suami dari sisi nasab dan halangan hukum, memberikan persetujuan dalam
pelaksanaan akad nikah, serta menjamin keabsahan akad menurut kriteria syariah masing-
masing mazhab (Anggraini dkk., 2026).

Perbedaan pandangan mazhab mengenai otoritas wali nikah tidak dapat dilepaskan dari
metodologi istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Mazhab Hanafiyyah
dikenal lebih rasional dan memberikan ruang luas terhadap giyas dan istihsan; mazhab
Malikiyyah menekankan praktik penduduk Madinah (‘amal ahl al-Madinah) dan maslahah
mursalah; mazhab Syafi‘iyyah mengedepankan ketundukan ketat pada nash dan sistematika
usul fikih; sedangkan mazhab Hanabilah cenderung tekstual dengan prioritas kuat pada hadis.
Perbedaan metodologi tersebut berdampak langsung pada konstruksi hukum perkawinan,
terutama dalam menentukan status hukum wali nikah (Fikri dkk., 2025).

Landasan Normatif dan Kedudukan Wali Nikah dalam Diskursus Fikih

Dasar normatif mengenai kedudukan wali nikah dalam fikih Islam bersumber dari al-
Qur’an dan al-Hadis yang kemudian dipahami secara berbeda oleh para fugaha. Menurut
Jjumhiir al-‘ulamd’, keberadaan wali dalam pernikahan didasarkan pada sejumlah nash syar‘i
yang dipahami sebagai legitimasi normatif terhadap otoritas wali dalam akad nikah. Di dalam
kitab al-Figh al-Manhajt ‘ald Mazhab al-Imam al-Syafi T Musthafa al-Khin, dkk menegaskan
bahwa dalil kewajiban wali dalam akad nikah berdasarkan al-Qur’an dan sunnah Nabi Saw.
Mereka menyatakan bahwa salah satu dasar normatif mengenai kewajiban wali ‘adalah firman

Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 232: (Musthafa al-Khin, dkk, 1992).
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* a3 yaally a4 V3l 5 130 (a5 31 GASE (f (b 5lLasd Sa (il (Al SL ARk 13

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri (-mu) lalu telah sampai (habis) masa
idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya
apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut.

Asbab al-nuziil Q.S. al-Baqarah [2]: 232 tersebut dijelaskan secara rinci oleh Ibn Kasir
dalam Tafsir al-Qur’an al- ‘Azim. Beliau menerangkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan
Ma‘qil bin Yasar dan saudara perempuannya. Dikisahkan bahwa saudara perempuan Ma“‘qil
bin Yasar diceraikan oleh suaminya, lalu suaminya membiarkannya sampai selesai masa
idahnya, kemudian ia melamarnya kembali. Maka Ma‘qil marah kepadanya, lalu turunlah ayat:
“Maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya.” Demikian
pula hadis yang diriwayatkan oleh Abt Dawud, al-Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Ab1 Hatim, Ibn
Jarr, dan Ibn Mardawaih melalui berbagai jalur dari al-Hasan, Al-Tirmiz1 menilainya sahih.
Adapun lafaz hadis dari Ma‘qil bin Yasar: “Saudara perempuanku memiliki seorang suami
pada masa Rasulullah SAW. Kemudian suaminya menceraikannya satu talak dan tidak
merujuknya sampai selesai masa idahnya. Setelah itu laki-laki tersebut menyesal dan ingin
melamarnya kembali. Maka aku berkata kepadanya: Aku telah memuliakanmu dengan
menikahkanmu dengannya, tetapi engkau malah menceraikannya. Demi Allah, dia tidak akan
kembali kepadamu selamanya”. Maka Allah mengetahui kebutuhan perempuan itu kepada
mantan suaminya dan kebutuhan laki-laki itu kepadanya, Lalu Allah berfirman: “Dan apabila
kamu (sudah) mentalak istri (-mu) sampai habis masa iddah mereka ...” hingga firman-Nya:
“sedangkan kamu tidak mengetahui.” Ketika Ma‘qil mendengar ayat tersebut, ia berkata: “Aku
mendengar dan taat kepada Tuhanku.” Lalu ia memanggilnya dan berkata: “Aku nikahkan
engkau dan aku muliakan engkau” (Kasir, 2017).

Peristiwa turunnya QS. al-Bagarah [2]: 232 tersebut menunjukkan adanya otoritas wali
dalam proses perkawinan, karena Ma‘qil bin Yasar sebagai wali memiliki posisi yang dapat
menghalangi maupun mengizinkan perkawinan saudara perempuannya. Oleh sebab itu, jumhiir
al-‘ulama’ menjadikan ayat ini sebagai landasan normatif bahwa wali memiliki kewenangan
hukum dalam akad nikah. Menurut mereka, larangan bagi wali untuk menghalangi perkawinan
menunjukkan bahwa syariat mengakui keberadaan otoritas wali dalam proses akad. Dengan
demikian, ayat tersebut dipahami sebagai legitimasi normatif terhadap kedudukan wali sebagai
syarat sah perkawinan.

Dalam konstruksi fikih mazhab Syafi‘i, wali tetap menjadi salah satu rukun nikah yang

wajib hadir dalam pelaksanaan akad nikah. Pandangan mengenai keharusan adanya wali dalam
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akad nikah juga ditegaskan dalam literatur fikih mazhab Syafi‘i. Musthafa al-Khin, dkk, dalam
al-Figh al-Manhaji ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi T menyatakan:
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Artinya: Keberadaan wali ‘adalah wajib dalam akad nikah: Dalam menikahkan seorang
wanita—baik ia sudah dewasa maupun masih kecil, baik janda maupun gadis—harus ada
seorang wali yang mengurus akad pernikahannya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi
seorang wanita untuk menikahkan dirinya sendiri, tidak boleh juga menikahkan wanita lain,
baik dengan izin ataupun tanpa izin, dan sama saja apakah yang diucapkan darinya berupa ijab
maupun gabul (Musthafa al-Khin, dkk, 1992).

Namun, sebagian ulama memahami QS. al-Baqarah [2]: 232 dari sudut pandang yang
berbeda. Menurut mereka, ayat tersebut justru menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak
atas dirinya dalam menentukan pasangan hidupnya, sedangkan wali hanya berfungsi sebagai
pendamping dan pelindung, bukan pemegang otoritas mutlak. Pandangan ini salah satunya
dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa seorang perempuan berhak
menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain, serta dapat mewakilkan akad nikahnya kepada
pihak lain, baik perempuan tersebut berstatus gadis maupun janda. Abu Hanifah mendasarkan
pendapatnya pada firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah [2]: 232, “maka janganlah kamu
menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan
di antara mereka dengan cara yang ma ruf.” Menurutnya, penyandaran akad nikah kepada
perempuan dalam ayat tersebut menunjukkan kewenangan perempuan untuk menentukan dan
melangsungkan akad nikahnya sendiri. Karena itu, perempuan dipandang memiliki kapasitas
hukum (ahliyyah) untuk melakukan tindakan hukum (fasarruf), termasuk dalam akad
perkawinan, sebagaimana ia memiliki hak melakukan transaksi hukum lainnya (Al-Thahawi,
2001).

Pendapat ini diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
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Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘Seorang janda lebih berhak
atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis dimintai persetujuannya mengenai
dirinya, dan izinnya ‘adalah diamnya.’” (HR. al-Tirmizi No. 1026).

Hadis tersebut dipahami oleh ulama Hanafi yah sebagai dalil bahwa perempuan dewasa

dan berakal memiliki hak untuk menentukan dan melangsungkan akad nikahnya sendiri,
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khususnya apabila calon suaminya sekufu dan mahar tidak kurang dari mahar mitsil. Oleh
karena itu, mazhab Hanafi tidak menempatkan wali sebagai syarat sah perkawinan bagi
perempuan dewasa, baik berstatus gadis maupun janda, selama calon suami dinilai sekufu dan
mahar yang diberikan tidak kurang dari mahar al-misl (Mughniyah, 2009). Pandangan serupa
juga dikemukakan oleh Daud. la membedakan kedudukan antara gadis dan janda. Menurutnya,
keberadaan wali hanya disyaratkan bagi perempuan perawan, sedangkan janda tidak
memerlukan wali karena dianggap telah memiliki pengalaman dan kemampuan dalam
mengelola rumah tangga (Ibnu Rusyd, t.th).

Berbeda dengan pandangan Hanafi yah, jumhir al- ‘ulama’ dari mazhab Syafi‘l, Maliki,
dan Hanbali menempatkan wali sebagai syarat sah akad nikah. Pandangan ini didasarkan pada
sejumlah hadis yang dipahami sebagai dalil yang menegaskan ketidakabsahan perkawinan
tanpa wali, salah satunya hadis riwayat ‘Aisyah berikut:
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Artinya: Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.
Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya
mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa
‘adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali (HR. Abu Dawud No. 1784).

Dalam pandangan jumhiir al- ‘ulama’ , keberadaan wali dipahami sebagai bagian dari
mekanisme syar‘i untuk menjaga keteraturan, perlindungan, dan legitimasi sosial dalam akad
perkawinan. Karena itu, meskipun perempuan memiliki hak memberikan persetujuan terhadap
perkawinannya, pelaksanaan akad tetap berada dalam kewenangan wali. Perbedaan pandangan
tersebut menunjukkan bahwa diskursus wali nikah tidak semata berkaitan dengan formalitas
akad, tetapi juga mencerminkan perbedaan konstruksi otoritas, perlindungan perempuan, serta
konsep kapasitas hukum perempuan dalam hukum keluarga Islam
Perbedaan Pandangan Mazhab tentang Otoritas Wali Nikah

Sebagaimana telah diuraikan pada sub-bagian sebelumnya, perbedaan mendasar
antarmazhab berkisar pada pertanyaan apakah wali merupakan rukun yang menentukan sahnya
akad ataukah hanya bersifat pelengkap. Adapun dasar argumentasi utama jumhiir al- ‘ulama’
‘adalah hadis “la@ nikaha illa bi waliyyin” (tidak ada nikah kecuali dengan wali) serta
pemahaman atas Surah Al-Baqarah Ayat 232 yang dipahami sebagai penegasan bahwa wali
merupakan unsur penting dalam akad nikah. Karena itu, Mazhab Syafi‘1, Maliki, dan Hanbali

menempatkan wali sebagai syarat sah perkawinan. Dalam praktik fikih, keberadaan wali
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dipandang sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan terhadap keabsahan akad serta
kemaslahatan perempuan dalam perkawinan (Badawi & Masrokhin, 2025).

Mazhab Syafi‘1 secara khusus memberikan penegasan terhadap pentingnya wali dalam
akad nikah. Ibnu Hajar al-°Asqalani menjelaskan bahwa Q.S. al-Baqarah ayat 232 merupakan
dalil yang jelas mengenai perwalian dalam perkawinan. Menurutnya, penyebutan larangan
“menghalang-halangi” perempuan untuk menikah menunjukkan bahwa wali memang memiliki
otoritas dalam perkawinan. Sebab, apabila perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa
wali, maka tidak ada relevansi larangan bagi wali untuk menghalangi perkawinan tersebut
(Ramadhani dkk., 2025). Selain itu, Mazhab Syafi‘T mensyaratkan bahwa wali tidak hanya
harus hadir, tetapi juga harus bersifat adil. Menurut Imam An-Nawawi, ada lima hal yang
membuat perwalian seorang wali tidak sah: perbudakan, uzur yang membuat tidak mampu
meneliti calon suami (seperti gila, masih anak-anak, pikun, koma, mabuk, atau sakit berat),
kefasikan, beda agama, dan ihram (Jalil & Wirnanda, 2020). Dengan demikian, keabsahan wali
nikah dalam pandangan Mazhab Syafi‘T tidak hanya ditentukan oleh status nasabnya, tetapi
juga oleh integritas moralnya.

Sebagaimana telah dipaparkan pada sub-bagian sebelumnya, Mazhab Hanafi
memandang wali hanya berstatus nazariyyah (teori) (Syaltut, 2000) dan tidak menjadi syarat
sah akad bagi perempuan dewasa yang cakap hukum, berlandaskan konsep ahliyyah
(kecakapan hukum) dan prinsip kebebasan bertindak dalam muamalah. (Fikri dkk., 2025).
Yang perlu digarisbawahi di sini ‘adalah dimensi historis dan metodologis yang
melatarbelakangi pendapat tersebut.

Secara historis, pandangan Imam Abu Hanifah tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial
Kufah sebagai kota kosmopolitan tempat beliau hidup dan berkembangnya berbagai dinamika
intelektual, termasuk maraknya pemalsuan hadis. Pada masa itu, perempuan Kufah umumnya
menikah pada usia 18-22 tahun, yaitu usia yang dipandang cukup dewasa untuk mengambil
keputusan secara mandiri. Kondisi sosial tersebut memengaruhi pandangan Abu Hanifah
bahwa perempuan dewasa dan berakal memiliki kecakapan hukum untuk menentukan serta
melangsungkan akad nikahnya sendiri, meskipun tanpa persetujuan wali, sepanjang
perkawinan tersebut tetap disaksikan dan diketahui secara sah (Ramadhani dkk., 2025).

Dengan demikian, pendapat Mazhab Hanafi bukan sekadar produk ijtihad normatif,
melainkan juga respons hukum yang kontekstual terhadap kondisi masyarakat. Dalam
memahami hadis /a nikdha illa bi waliyyin, ulama Hanafiyah tidak menafsirkannya sebagai
penafian sahnya akad nikah, melainkan penafian kesempurnaan akad. Karena itu, hadis

tersebut dimaknai sebagai “tidak sempurna nikah kecuali dengan wali”, bukan “tidak sah nikah
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kecuali dengan wali”. Berdasarkan penafsiran tersebut, wali tidak ditempatkan sebagai rukun
nikah, melainkan sebagai unsur penyempurna dalam perkawinan. Konsekuensinya, perempuan
yang telah baligh dan berakal dipandang memiliki kapasitas hukum untuk menikahkan dirinya
sendiri, sepanjang calon suaminya sekufu dan perkawinan tersebut tidak menimbulkan
kemudaratan sosial. Namun, apabila perkawinan dilakukan dengan laki-laki yang tidak sekufu,
wali tetap memiliki hak untuk mengajukan pembatalan karena dipandang dapat menimbulkan
aib atau kerugian bagi pihak perempuan dan keluarganya (Ramadhani dkk., 2025).

Pandangan Mazhab Hanafi di atas tentu berbeda dengan perspektif mayoritas ulama yang
cenderung memperketat keterlibatan wali demi kemaslahatan perempuan itu sendiri. Terkait
hal ini, Syaikh Abu Abdillah Abdussalam ‘Allawusy memberikan sanggahan dengan
menegaskan bahwa frasa /a nikaha dalam hadis tersebut harus dimaknai sebagai penafian
keabsahan (z=: ¥/ tidak sah) (‘Allawusy, 2008), bukan sekadar penafian kesempurnaan ( ¥
J<&y/ tidak sempurna). Lebih lanjut, ‘Allawusy menjelaskan bahwa urgensi kehadiran wali
berakar pada realitas bahwa mayoritas perempuan kerap mengalami keterbatasan untuk
berikhtiar secara bebas dan objektif dalam memilih pasangan. Keterbatasan tersebut
dikhawatirkan dapat membawa dampak buruk di masa depan. Oleh karena itu, pengetahuan
dan izin dari wali menjadi syarat mutlak; jika perkawinan dilakukan tanpa keterlibatan wali,
maka nikahnya dipandang tidak sah (Shan’aniy, t.th)

Sejalan dengan pandangan ‘Allawusy tersebut, Musthafa al-Khin dkk, juga menjelaskan
hikmah disyariatkannya wali dalam perkawinan. Menurut mereka, keberadaan wali berkaitan
dengan nilai-nilai sosial yang dipandang baik (mahasin al- ‘adat), di mana seorang perempuan
dianggap tidak selayaknya terlibat secara langsung dalam pelaksanaan akad nikah. Hal tersebut
erat kaitannya dengan nilai kesopanan dan rasa malu (kayd’) yang dijunjung dalam tradisi
masyarakat Muslim (Musthafa al-Khin, dkk, 1992). Dengan demikian, keberadaan wali
dipahami bukan semata-mata sebagai ketentuan formal dalam akad nikah, melainkan juga
sebagai representasi perlindungan, kehormatan, dan tanggung jawab keluarga terhadap
perempuan dalam proses perkawinan.

Di samping perdebatan di atas, terdapat pula pandangan dari Dawud al-Zahir1 yang
membedakan kedudukan wali berdasarkan status perempuan. Menurutnya, keberadaan wali
hanya disyaratkan bagi gadis (perawan). Sebaliknya, seorang janda tidak memerlukan wali
dalam pernikahannya karena dianggap telah memiliki pengalaman serta kemandirian dalam
mengelola rumah tangga (Ibnu Rusyd, t.th). Sementara itu, Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri
menawarkan perspektif berbeda dengan mengaitkannya pada aspek kesetaraan. Mereka

berpendapat bahwa keterlibatan wali baru menjadi syarat mutlak apabila calon suami
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dipandang tidak sekufu’ dengan calon istri, sebaliknya kalau calon suami sekufu’, maka wali
tidak menjadi syarat (Hasibuan, 2017). Secara komparatif, perbedaan pandangan antarmazhab
dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Urutan Wali Nikah Menurut Empat Mazhab.

Mazhab Hanafi Mazhab Maliki Mazhab Syafi‘i Mazhab Hanbali
1. Anak laki-laki 1. Ayah . Ayah 1. Ayah
2. Cucu laki-lak 2. Penerima 2. Kakek (dari 2. Penerima wasiat
(dari anak laki- wasiat dari pihak ayah) dari ayah
laki) ayah . Saudara laki-laki 3. Yang dekat dan
3. Ayah 3. Anak laki-laki kandung seterusnya yang
4. Kakek (pihak 4. Saudara laki- Saudara laki-laki Mengikuti urutan
ayah) laki se-ayah dalam waris
5. Saudara 5. Anak laki-laki . Anak laki-laki 4. Wali hakim (bila
kandung dari saudara dari saudara semua tidak ada)
6. Saudara laki-laki laki-laki laki-laki
se-ayah 6. Paman . Paman (saudara
7. Anak dari (saudara ayah) ayah)
saudara kandung dst . Anak paman dan
8. Anak dari seterusnya
saudara laki-laki . Wali hakim (bila
se-ayah semua tidak ada)
9. Paman (saudara
ayah)
10. Anak paman dan
seterusnya

Sumber: Mughniyah (2009).

Persamaan yang dapat ditemukan di antara semua mazhab ‘adalah kesepakatan bahwa
wali nikah dapat diwakilkan atau diganti (Hidayat dkk., 2024). Kesamaan ini mencerminkan
bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam menentukan sifat wali, seluruh mazhab pada
dasarnya mengakui pentingnya dimensi perlindungan sosial yang diberikan oleh institusi wali
nikah. Kajian perbandingan mazhab menunjukkan bahwa perbedaan tentang wali nikah
mencerminkan cara pandang yang berbeda terhadap relasi antara otoritas keluarga,
perlindungan perempuan, dan kebebasan individu; dalam konteks hukum keluarga Islam
modern, pendekatan lintas mazhab menjadi penting agar ketentuan wali tidak menjadi alat
pembatasan hak perempuan, namun tetap menjaga kemaslahatan (Fikri dkk., 2025). Perbedaan
perspektif antarmazhab ini berdampak nyata pada kodifikasi hukum perkawinan di berbagai
negara Muslim. Maroko (Pasal 25 Mudawwanah al-Usrah) dan Tunisia (Pasal 3 Majallah al-
Akhwal al-Syakhsiyyah) memperbolehkan perempuan menikah tanpa wali; sementara

Indonesia memilih mengikuti posisi mazhab Syafi‘t melalui KHI (Ilhamuddin, 2021).
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Dinamika Perwalian Nikah dalam Hukum Positif Indonesia: Dari Praktik Peradilan
hingga Fleksibilitas Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah oleh
UU Nomor 16 Tahun 2019, tidak secara eksplisit menyebut wali nikah sebagai rukun dalam
teks utamanya. Pasal 2 menetapkan bahwa perkawinan ‘adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini berarti untuk pasangan Muslim,
keabsahan pernikahan ditentukan oleh ketentuan hukum Islam—yang di Indonesia dijabarkan
lebih lanjut melalui KHI. Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan
harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, 1974). Ketentuan ini menempatkan kehendak bebas kedua belah pihak sebagai syarat
perkawinan yang diakui negara. Namun UU Perkawinan tidak mengatur secara teknis prosedur
perwalian—ia menyerahkan pengaturan tersebut kepada hukum agama masing-masing pihak.
Bagi umat Islam, ketentuan teknis tentang wali berasal dari KHI, bukan dari UU Perkawinan
itu sendiri, di dalam KHI disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun
yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya
(Kompilasi Hukum Islam (KHI), 2018) .

Secara formal, kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tata hukum Indonesia
memang memiliki karakteristik tersendiri yang merupakan sebuah Instruksi Presiden (Inpres).
Namun dalam ranah praktis, khususnya bagi praktisi hukum seperti Hakim Pengadilan Agama
ketika memproses perkara, KHI secara efektif diterapkan oleh hakim sebagai dasar hukum,
kehadiran KHI ini pada dasarnya merupakan upaya unifikasi hukum untuk meminimalisasi
keberagaman interpretasi terhadap hukum syariat yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik.
KHI berfungsi sebagai standar baku agar terdapat kesatuan dasar pertimbangan hukum di
antara para Hakim Pengadilan Agama. Melalui KHI, aturan-aturan hukum Islam yang masih
bersifat umum dan abstrak dapat dikonkritkan, sehingga asas kemanfaatan dan kepastian
hukum dapat diterapkan secara langsung terhadap perkara di persidangan (Putra, 2022).

Kedudukan wali nikah dalam hukum positif Islam di Indonesia diatur secara rinci dalam
Bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 19 sampai Pasal 23. Pasal 19 menegaskan
secara eksplisit bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai
wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Selanjutnya, Pasal 20 menetapkan syarat mutlak
bagi seorang wali, yaitu harus seorang laki-laki Muslim, berakal ( ‘@gil), dan dewasa (baligh),
serta membagi kategori wali menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Adapun urutan
prioritas wali nasab diatur dalam Pasal 21 yang membaginya ke dalam empat kelompok

kedudukan berdasarkan erat tidaknya hubungan kekerabatan agnatik (‘asabah). Kelompok
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tersebut dimulai dari garis lurus ke atas (ayah, kakek, dst.), diikuti kelompok saudara laki-laki
beserta keturunannya, kelompok paman beserta keturunannya, hingga kelompok saudara laki-
laki kakek beserta keturunannya, dengan prinsip mengutamakan kedudukan yang paling dekat
derajatnya, hubungan sekandung, dan usia yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali
(Kompilasi Hukum Islam (KHI), 2018).

Mekanisme pergeseran kewenangan perwalian diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 KHI
guna mengantisipasi kendala dalam pelaksanaan akad nikah. Pasal 22 menentukan bahwa hak
perwalian bergeser kepada wali urutan berikutnya apabila wali yang paling berhak tidak
memenuhi syarat hukum, menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur. Sementara itu,
Pasal 23 mengatur secara khusus mengenai intervensi wali hakim—yaitu pejabat yang ditunjuk
oleh Menteri Agama—yang baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin
dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya (gaib), atau berstatus adal (enggan). Khusus
untuk kasus wali adal atau enggan, Pasal 23 ayat (2) menegaskan sebuah batasan prosedural
bahwa wali hakim baru boleh bertindak setelah adanya putusan resmi dari Pengadilan Agama
(Kompilasi Hukum Islam (KHI), 2018).

Secara tekstual, rumusan Pasal 6 UU Perkawinan dan Pasal 19 KHI mencerminkan dua
dimensi pendekatan yang saling melengkapi dalam hukum keluarga di Indonesia. Pasal 6 UU
Perkawinan menekankan prinsip persetujuan kedua calon mempelai sebagai pemenuhan hak
perdata dan kehendak bebas individu, sedangkan Pasal 19 KHI mengartikulasikan aspek formal
keagamaan dengan menempatkan wali sebagai rukun pernikahan. Dalam konteks spesifik
seperti wali adal, kedua ketentuan ini berdialektika: pemenuhan hak bebas perempuan untuk
memilith pasangan tetap memerlukan penyelarasan dengan rukun perwalian, yang
penyelesaiannya difasilitasi negara melalui mekanisme prosedural di Pengadilan Agama.

Secara tekstual, rumusan Pasal 6 UU Perkawinan dan Pasal 19 KHI mencerminkan dua
dimensi pendekatan yang saling melengkapi dalam hukum keluarga di Indonesia. Pasal 6 UU
Perkawinan menekankan prinsip persetujuan kedua calon mempelai sebagai pemenuhan hak
perdata dan kehendak bebas individu, sedangkan Pasal 19 KHI mengartikulasikan aspek formal
keagamaan dengan menempatkan wali sebagai rukun pernikahan. Dalam konteks spesifik
seperti wali adal, kedua ketentuan ini berdialektika: pemenuhan hak bebas perempuan untuk
memilih pasangan tetap memerlukan penyelarasan dengan rukun perwalian, yang
penyelesaiannya difasilitasi negara melalui mekanisme prosedural di Pengadilan Agama.
Dialektika konseptual tersebut kemudian menemukan titik temu dan kepastian hukum pada
ranah administrasi negara melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024

tentang Pencatatan Pernikahan. Melalui regulasi terbaru ini, hak persetujuan mempelai
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perempuan tetap dilindungi tanpa harus menegasikan keberadaan wali sebagai rukun nikah,
melainkan dengan mengalihkan fungsi perwaliannya secara sah (PMA No 30 Tahun 2024,
2024).

Koridor penanganan praktis dan integratif terkait pemindahan perwalian tersebut diatur
secara spesifik dalam Pasal 13 PMA Nomor 30 Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 13 ayat (5)
huruf b, situasi di mana wali nasab bersikap adal (enggan atau menolak bertindak sebagai wali
tanpa alasan syar’i yang sah) secara legal diakomodasi sebagai dasar penggunaan wali hakim.
Ketika kondisi tersebut terjadi, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan
penetapan ke Pengadilan Agama. Sejalan dengan mandat Pasal 13 ayat (6), apabila hakim
dalam persidangan menilai bahwa penolakan wali nasab tersebut tidak berdasar secara hukum,
Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan resmi yang menetapkan status adal tersebut.
Atas dasar legalitas yudisial inilah, Kepala KUA—yang berdasarkan Pasal 13 ayat (2)
mengemban tugas tambahan sebagai wali hakim—baru memiliki wewenang penuh untuk
bertindak menyelenggarakan dan mengeksekusi akad pernikahan (PMA No 30 Tahun 2024,
2024).

Selain penyelesaian hambatan perwalian melalui mekanisme yustisial wali adal, hukum
positif Indonesia juga menyediakan ruang fleksibilitas dalam kondisi normal melalui pranata
wakalah wali. Wakalah wali atau taukil wali ‘adalah mekanisme pelimpahan hak perwalian
dari wali yang berhak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk bertindak mengatasnamakan
wali asli dalam mengikrarkan ijab qabul. Secara terminologis, wakalah diartikan sebagai
pelimpahan suatu urusan dari satu pihak kepada pihak lain untuk dilaksanakan atas namanya,
dengan catatan bahwa keabsahan pelimpahan ini bergantung pada keberlangsungan hidup
muwakkil dan akan berakhir secara otomatis apabila ia wafat (Badawi & Masrokhin, 2025).
Dalam konteks hukum positif, legalitas penyerahan kuasa ini diakomodasi dan dipertegas
kembali dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang membuka
ruang bagi wali nasab yang tidak dapat hadir pada saat akad nikah, untuk melimpahkan
kewenangan akadnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat dengan membuat surat kuasa
wakil wali atau taukil wali (PMA No 30 Tahun 2024, 2024).

Agar dapat dinilai sah dan mengikat, pranata wakalah wali harus memenuhi empat rukun
substantif, yaitu: (1) muwakkil (pemberi kuasa yang memiliki hak penuh atas hal yang
diwakilkan); (2) wakil (penerima kuasa yang harus memenuhi syarat hukum sebagai wali,
yakni laki-laki, Muslim, baligh, berakal, dan adil); (3) muwakkal fih (objek perwakilan yang
harus jelas dan dapat diwakilkan); serta (4) sighah (pernyataan akad berupa teks penyerahan

dan penerimaan kuasa yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak). Dalam pelaksanaannya
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di lapangan, pelimpahan kewenangan ini dapat dilakukan melalui dua metode, yakni taukil bil-
kitabah (surat kuasa tertulis) apabila wali berhalangan hadir secara fisik di tempat akad,
maupun taukil bil-lisan (pernyataan lisan langsung) yang diikrarkan di hadapan petugas
pencatat nikah sebelum ijab qabul dimulai (Badawi & Masrokhin, 2025).

Dalam dimensi empiris, terdapat pelbagai situasi sosial dan sosiologis yang mendorong
penggunaan instrumen wakalah wali ini. Berdasarkan penelitian lapangan, beberapa faktor
dominan meliputi adanya uzur syar'i akibat sakit atau usia lanjut, kendala geografis dan jarak,
perasaan tidak siap atau kurangnya kapasitas mental dari wali nasab untuk menuntun akad,
hingga keengganan psikologis akibat dinamika internal hubungan keluarga. Apabila dianalisis
dari perspektif maslahah mursalah, situasi-situasi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam
cakupan maslahah hajiyyah—yaitu kemaslahatan sekunder yang dibutuhkan manusia untuk
menghilangkan kesempitan serta memberikan kelapangan dalam menjalankan perintah syariat.
Eksistensi wakalah wali terbukti memenuhi kriteria esensial maslahah mursalah sebagaimana
dirumuskan oleh Abdul Wahab Khallaf: memiliki nilai kemanfaatan yang hakiki, tidak
bertentangan dengan dalil nass maupun ijma’, serta berorientasi pada kepentingan umum guna
mempermudah akses pernikahan (Badawi & Masrokhin, 2025). Dengan demikian, mekanisme
wakalah wali dalam tata hukum positif nasional bertindak sebagai jembatan solutif yang
mempertemukan antara kelenturan aspek praktis di masyarakat dengan ketatnya tuntutan

formal-prosedural dalam hukum perwalian Islam.

4. KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa otoritas wali nikah dalam hukum Islam dan hukum positif
Indonesia merupakan isu multidimensional yang mencakup aspek doktrinal, yuridis, dan
sosiologis sekaligus. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat tiga simpulan utama
yang dapat ditarik.

Pertama, terdapat perbedaan mendasar antarmazhab dalam memandang kedudukan wali
nikah. Jumhiir al-‘ulama’ yang diwakili oleh mazhab Syafi‘l, Maliki, dan Hanbali
menempatkan wali sebagai rukun yang bersifat determinatif terhadap keabsahan akad nikah,
dengan berlandaskan pada hadis “la nikaha illa bi waliyyin” serta pemahaman atas QS. al-
Baqarah [2]: 232. Sebaliknya, mazhab Hanafi memandang wali hanya sebagai unsur teori
(nazariyyah), bukan rukun, dengan dasar konsep ahliyyah (kecakapan hukum) perempuan yang
telah dewasa dan berakal. Perbedaan ini tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga
mencerminkan perbedaan metodologi istinbat hukum serta konteks sosio-historis tempat

masing-masing mazhab berkembang. Sebagaimana terlihat dari analisis komparatif
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antarmazhab, seluruh mazhab pada dasarnya sepakat bahwa wali nikah dapat diwakilkan, yang
menunjukkan pengakuan universal terhadap dimensi perlindungan sosial yang melekat pada
institusi perwalian.

Kedua, Hukum positif Indonesia, khususnya melalui ketentuan Pasal 19-23 KHI tentang
wali nikah, secara dominan mengadopsi konstruksi mazhab Syafi'T yang menempatkan wali
sebagai rukun yang menentukan keabsahan akad — meskipun KHI secara keseluruhan
menggunakan pendekatan eklektik lintas mazhab. Ketentuan ini diperkuat oleh UU No. 1
Tahun 1974 yang mendelegasikan pengaturan teknis perkawinan kepada hukum agama
masing-masing pihak, serta oleh PMA No. 30 Tahun 2024 yang memperbarui mekanisme
administrasi pencatatan pernikahan.

Ketiga, dalam dimensi praktis, mekanisme wakalah al-walt dan wali ‘adal merupakan
instrumen hukum yang esensial dalam tata kelola perwalian nikah di Indonesia. Wakalah al-
wali memberikan fleksibilitas bagi wali nasab yang berhalangan hadir untuk melimpahkan
kewenangan akadnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat, tanpa mengabaikan rukun wali
sebagai syarat sah perkawinan. Sementara itu, mekanisme wali ‘adal yang mensyaratkan
putusan Pengadilan Agama sebelum wali hakim dapat bertindak berfungsi sebagai safeguard
yuridis untuk melindungi hak perempuan dari penolakan wali yang tidak berdasar. Apabila
dianalisis melalui kerangka maslahah mursalah, kedua mekanisme tersebut memenubhi kriteria
kemaslahatan hajiyyah yang bertujuan menghilangkan kesempitan dan memberikan
kelapangan dalam pelaksanaan syariat, sehingga keduanya secara sah dapat ditempatkan
sebagai solusi hukum yang fungsional dan berlegitimasi fikih. Dengan demikian, norma
perwalian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia tidak beroperasi secara
kontradiktif, melainkan saling melengkapi sebagai sistem perlindungan bagi seluruh pihak
dalam akad perkawinan, khususnya bagi perempuan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk
mengkaji implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 secara empiris melalui studi lapangan di
Pengadilan Agama guna menilai efektivitas mekanisme wali ‘adal dan wakalah al-wali dalam

praktik peradilan nyata.
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